
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA 

NOMOR   2  TAHUN 2007 

   TENTANG 

RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA UTARA, 

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

dipandang perlu untuk menyesuaikan Peraturan Daerah 

Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Retribusi Tempat Pendaratan Kapal sesuai dengan 

perkembangan keadaan; 

b. bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu Sumber 

Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah dan Pembangunan untuk memantapkan 

Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan 

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 

3. Undang-undang ......... 
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3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi 

Ekslusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3260) ; 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ; 

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4048) ; 

6.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4389); 

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) ; 

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3258) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 

11. Peraturan ............. 
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11.  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4139) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang 

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145) ; 

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.56 Tahun 2002 

tentang Penyerahan dan Pelimpahan Pelabuhan-pelabuhan 

Regional dan Lokal kepada Pemerintah Propinsi/ Kabupaten 

dan Kota; 

15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 

2001 tentang Dinas – Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 

Nomor 3) . 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA 
dan 

GUBERNUR SUMATERA UTARA 

M E M U T U S K A N  : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT 
PENDARATAN KAPAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara. 

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. 

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. 

5. Kepala ............ 
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5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi 

Sumatera Utara. 

6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu 

di bidang Retribusi Daerah yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 

Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, operasi, yayasan 

atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, 

bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha 

lainnya. 

8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan. 

9. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal selanjutnya dapat disebut 

Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pada tempat 

pendaratan kapal. 

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 

kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi 

atau badan. 

11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena 

pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau 

pemotong Retribusi tertentu. 

 

13. Kapal ......... 
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13. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, 

yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau 

ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, 

kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan 

bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 

14. Tempat Pendaratan Kapal adalah Dermaga atau tempat 

mendaratnya kapal yang disewa atau dikerjasamakan, dikelola 

dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dermaga-

dermaga atau tempat pendaratan kapal lainnya pada 

pelabuhan-pelabuhan yang didekonsentrasikan dan 

didesentralisasikan oleh Pemerintah Pusat. 

15. Grose Tonage selanjutnya dapat disingkat GT adalah satuan 

kapasitas muatan kapal. 

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi  untuk 

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu  dari Pemerintah 

Daerah. 

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat  

SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan 

besarnya pokok Retribusi. 

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat 

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 

dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat yang menentukan 

besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit 

retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih 

harus dibayar. 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan 

selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan 

Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi 

yang telah ditetapkan. 

21. Kas Daerah adalah Kas Provinsi Sumatera Utara. 

22. Pemeriksaan ......... 
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